DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SEMARANG
JI, DIPONEGORO NO. 203 TELP (024) 6921053 — 6921055 FAX, (024) 6922 146
UNGARAN 50512

LAPORAN PANITIA KHUSUS VIl (DELAPAN) DPRD KABUPATEN SEMARANG
MEMBAHAS RAPERDA KABUPATEN SEMARANG TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

. DASAR

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun
2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun
2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang;

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daersh Kabupaten Semarang Nomor
1701 5/DPRDIZ024 tentang Pembentukan Panitia Khusus VIl yang membahas
tentang Raperda Kabupaten Semarang Tentang Perubahan atas Peraturan Dagrah
Nomar 4 Tahun 2017 tentang Pengalolaan Barang Milik Daerah; dan

3. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupater Semarang
Nomor 170/M13/PIMP/2024 tanggal 27 Juli 2024 tentang Perubahan Jadwal Kegiatan
DPRD Kabupaten Semarang Bulan Juli dan Agustus 2024

Il. KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS VIl

Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang

Nomor 170/15/DPRD/2024 tertang Pembentukan Pansus teniang Perubahan astas

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah,

susunan keanggotaan Panitia Khusus Vil sebagai berikut

A Panitia Khusus VIl DPRD Kabupaten Semarang

1. M. Jauhan Mahmud, S HI  : Ketua merangkap Anggota;

2. Muzayinul Arif, S Ag - Wakil Ketua merangkap Anggota
3. Agus Rujlanto Anggota

4. Bayu Himawan R, ST : Anggota

5. Daryanto, A Md - Anggota

6. Mustahfirin . Anggota

7. Hj. Budi Hartini Mochtarom : Anggota

8. Sudarjak Agus K., 5 Hut Anggota

9, Mursid Tamami - Anggota
10. Manqasuri, SE Anggota
11. Siswanto, SH - Anggota
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B  Mitra Kena Perangkat Daerah yang ditugaskan mengikuti pembahasan
1. Badan Kesuangan Daerah Kabupaten Semarang:
2. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang;
3. Bagian Tata Pemerintahan Setlda Kabupaten Semarang,
4. Bagian Hukum Setda Kabupaten Semarang;
Daftar Hadir sebagaimana terlampir.
. WAKTU DAN TEMPAT PEMBAHASAN
Kajian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
talah dilaksanakan sebagai berkut
a Kajian Pembanding ke Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman dan
ke DPRD Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 10 s/d 12
Jumi 2024;
b. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah pada |
Hari, Tanggal: Kamis s/d Sabtu 13 s/d 15 Juni 2024
VWakiu ' 10.00 WIB sid Selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi C Gedung F Laniai |
DPRD Kabupaten Semarang
¢. Penyelarasan Hasil Fasilitasi dar Gubernur Jawa Tengah pada
Hari, Tanggal: Jumat, 2 Agustus 2024

Waktu - 10.00 WIB s/d Selesai
Tampat - Ruang Rapat Komisi C Gedung F Lantai |
DPRD Kabupaten Semarang

IV. MATERI DAN MEKANISME PEMBAHASAN
A. Materi Pembahasan
1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah; dan
2. Surat dan Gubermur Jawa Tengah Nomor 180.0M1777 tangoal 29 Juli 2024
Perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang.
B. Mekanisme Pembahasan
1. Mekanisme pembahasan adalah pemaparan dan diskusi guna mendapatkan
kesepakatan dan persetujuan bersama antara anggota Pansus VIl dengan
Perangkatl Daerah terkait, dengan urutan pembahasan sebagai berikut .
a) Pemaparan Rancangan Peraturan Daerah oleh Perangkat Daerah terkait;
b) Tanggapan yang bersifat umum oleh Panitia Khusus,
c) Peambahasan,
d} Penyelarasan; dan
e} Kesimpulan.
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2. Dalam pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut,
dilakukan Kajian Pembanding ke Badan Keuangan dan Aset Daersh
Kabupaten Sleman dan DPRD Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta pada tanggal 10 s/d 12 Juni 2024 guna memperoleh fambahan
referensi pembanding terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Semarang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang
Nomor 4 Tahun 2017.

V. PEMBAHASAN
A. Latar Belakang

Pengeiolaan Barang Milik Daerah dapat menjadi salah satu fakdor penting
yang dapat menentukan keberhasilan pengelolaan ekonomi, penataan ruang. dan
pembangunan daerah, Pengelolaan Barang Milik Daerah yang terencana, tepal
dan berkelanjutan dengan didasari prinsip pengelolaan yang efisien dan efektif
diharapkan mampu memberikan potensi PAD kepada Pemerintah Daerah untuk
menunjang kemampuan keuangan daerah dan membangun daersh, Dengan
demikian agar terjadi pengelolaan yang efeklif dan efisien diperiukan dasar
hukum atau payung hukum peraturan yang sesual dengan dinamika dan regulasi
perubahan yang telah terjadi

Bahwa sehubungan dengan beberapa hal diatas, pengelolaan Barang Milik
Daerah yang semakin berkembang dan kompleks, perlu didukung dengan
pengaturan yang komprehensif disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan,
sebagal salah satu upaya meningkatkan pertumbuhan perekonomian secara
optimal, serta perlu dilakukan penerapan kebijakan pengelolaan Barang Milik
Daerah dengan prinsip efisiensi dan efektivitas, transparansi, akuntabel, serta
bertanggung jawab.

Dan dengan telsh ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daersh sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah, Peraturan Pamerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik
Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas, serta Peraturan Menter
Dalam Negen Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Semarang MNomor 4 Tahun 2017
tentang Pengelolsan Barang Milk Daerah perlu penyesualan dengan
perkembangan regulas! sehingga periu diubah

B. Hasil Pembahasan

Setelah dilskukan pengkajian dan pencermatan, serta ditinjau dari berbagai
aspek dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan vang berlaku,
maka disepakati untuk dilakukan pembahasan dengan hasil sebagai berikut :
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Vi

Vil.

Laporan Panitia K

a Judul Raperda “Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah” disatujui;
b Konsiderans Raperda yang memuat latar belakang penyusunan Raperda
disalujui,
¢ Dasar Hukum penyusunan Raperda, disepakati terchn dar
a UUD 1945
b 4 {empat) Undang — Undang;
c 2 (dua}) Peraturan Pemerintah; dan
d 1 (satu) Peraturan Daerah.
d Menyetujul Batang Tubuh yang terdiri dari -
Pasal | disetujul
Pasal Il disetujui
Secara substansi pasal per pasal sebagaimana kami lampirkan dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Perubahan alas
Paraturan Daarah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengeloclaan Barang Milik
Daerah sebagaimana yang telah kami sampaikan kepada Bapak/lbu Anggota
Dewan.
REKOMENDASI
Setelah melaksanakan pembahasan, Panitia Khusus VI (delapan) DPRD
Kabupaten Semarang memberikan rekomendasi sebagai berikut -
1. Pemerintah Daerah agar menyalesaikan permasalahan aset/barang milik
daerah masa lampau yang membutuhkan penanganan khusus;
2. Pamerintah Daerah agar segera melakukan penilaian kembali terhadap
aset/barang milik daerah masa lampau;
3. Bupali agar segera menyusun Perubahan Peraturan Bupati tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah.
PENUTUP
Demikian Laporan Panitia Khusus VIl (delapan) DPRD Kabupaten Semarang
kami sampaikan kepada Pimpinan untuk meryadikan perksa, selanjutnya kami
sarahkan kemball mandal penugasan Ini kepada Pimpinan DPRD untuk dapat
ditindak lanjuti dalam rapat paripuma.
Ungaran, 2 Agustus 2024
PANITIA KHUSUS VIl
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG
KETUA, W KETUA,

T DBPRD Kebupalen Semarang



LAMPIRAN : LAPORAN PANITIA KHUSUS Vil DPRD KABUPATEN SEMARANG
MEMBAHAS RAPERDA KABUPATEN SEMARANG TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

1. Judul - Menyetujui Judul Raperda "Peraturan Daerah Kabupaten Semarang
temtang Perubahan Atas Peraturan Daerah Momor 4 Tahun 2017
tentang Pengelolaan Barang Milik Dasrah®

2. Konsideran —menimbang disetujul

4. Dasar hukum mengingat : disetujul dengan penyampurnaan terdiri dari

4 (empat) Undang-Undang

E (dua) Peraturan Pemerintah

1 (satu) Peraturan Daerah
4. Batang Tubuh

Pasal | disetujui dengan Penrmpurnaﬂn
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah MNomor 4 Tahun 2017 tentang
Pengelclaan Barang Millk Deerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun
2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daarah Kabupaten Semarang Nomaor 4) diubah
sepagal berikul .

1. Ketentuan angka 4 dan angka 5 Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai
barikut:

Pazal 1

Dalam Peraturan Daerah inl yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang

2 Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik indonesia yang dibantu oleh Wakil
Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemenntah Dasrah dan Dewan Perwakilan Rakyal Daerah menurut asas
otenomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945,

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan vang menjadi
kewenangan daerah otonom.

5. Bupati adalah Bupati Semarang.

8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sslanjutnya disingkal DPRD adalah
lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daersh yang selanjutnya disingkat APBD

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan dasrah yang dibahas dan

disetujul bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan

Peraturan Daerah.

Kas Daerah adalah Kas Dasrah Kabupaten Semarang.

Neraca Daerah adalah Neraca Daerah Kabupaten Semarang.

10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

0o

Laporan Panitla Khusus Vil DPRD Kabupalen Semarang



11

12,

13

14

158.

16,

17.

18.

18.

20.

21,

23.

24,

25.

ZF.

28.

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperclsh atas
beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah

Pejabal Penatausahaan Barang adalah kepala Perangkat Daerah yang
mempunyai fungsi pengelolaan Barang Milik Daerah selaku pejabat pengelola
keuangan daerah.

Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang
Milik Daerah.

Unit kerja adalah bagian Perangkat Daersh yang melaksanakan satu atau
beberapa program.

Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yvang diturguk
oleh Pengguna Barang untuk menggunakan Barang yang berada dalam
penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah pejabal yang melaksanakan
fungsi tata usaha Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.

Pengurus Barang Milik Daerah adalah Pejabal dan/atau Jabatan Fungsional
Umum yang diserahi tugas mengurus barang

Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas menerima,
menyimpan, mengsluarkan, dan menatausahakan Barang Milik Dasrah pada
Pejabat Penatausahaan Barang.

Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang diserahi
lugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan Barang Milik
Daerah pada Pengguna Barang.

Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang vang
membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan
Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang

Pembaniu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barsng vang
membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan
Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.

Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerima, menyimpan,
mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan Barang Milik
Daerah pada Kuasa Pengguna Barang

Penilal adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan
kompetensi yang dimilikinya.

Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu
objek penilaian berupa Barang Milik Daerah pada saat tertentu.

Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan,
pemanfaatan, pengamanan dan pemelfiharaan, penilaian, pemindahtanganan,
pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan
pengendalian.

. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan

Barang Milik Daerah unfuk menghubungkan pengadaan barang vang telah lalu
dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan
lindakan yang akan datang.

Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat RKBMD,
adalah dokumen perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah untuk periode 1
(satu) tahun.

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam
mengelola dan menatausahakan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan
tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
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40.

41

42

Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang fidak
digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau
optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan,
Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Dasrah cleh pihak lain dalam jangka
wakiu tertentu dan menenma imbalan uang funai

Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan Barang antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerash atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka
waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka wakiu tersebut
berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang

Kerja Sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh
pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan
negara bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah
oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan danfalau sarana berkut
fasiltasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka
wakiu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjuinya diserahkan kemball
tanah beserta bangunan danfatau sarana berikut fasilitasnya setelah
berakhimya jangka waktu.

. Bangun Serah Guna adslah Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah

oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan danf/alau sarana berikut
fasiitasnya, dan setelah selesal pembangunannya diserahkan uniuk
didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka wakiu tertentu yang
disepakati.

Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur adalah kerja sama antara Pemerintah dan
Badan Usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesual dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

Pemindahtanganan adalah pengalinan kepemilikan Barang Milik Daerah.

. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah kepada pihak

lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang

- Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang

dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, antar
Pemerintah Daerah, atau antara Pemernintah Daerah dengan pihak lain, dengan
menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai
seimbang

Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dar Pemerintah Pusat kepada
Pemaerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar
Pemerintan Daerah, atau darl Pemearintah Daerah kepada Pihak Lain, tanpa
mempercieh penggantian.

Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah
yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan
yang dipisahkan wuntuk diperhitungkan sebagai modal/saham/aset
netto/kekayaan bersih milk Daerah pada badan usaha milik negara. badan
usaha milik Daerah atau badan hukum |ainnya yang dimiliki negara

Pemusnahan adaiah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang
Milik Daerah.

Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milk Daerah dari daftar
barang dengan menerbitkan keputusan dan pejabat yang berwenang untuk
membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, danf/alau Kuasa
Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang
berada dalam penguasaannya.
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43. Penalausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan,
inveniarnsasi, dan pelaporan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan

44, Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendatzan, pencatatan, dan
pelaporan hasil pendataan Barang Milik Daerah.

45, Dokumen kepemilikan adalah dokumen ssh yang merupakan bukh kepemilikan
atas Barang Milik Daerah.

46. Daftar Barang Milik Daerah adalah daftar yang memuat data seluruh Barang
Milik Daerah.

47 Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data Barang Milik Daerah
yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.

48. Daftar Barang Kuasa Pengguna adalsh daftar yang memual data barang yang
diriliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.

49. Rumah negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan
berfungsi sebagai tempat linggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga
sarta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil
Pemerintaih Daerah yang bersangkutan.

50. Pihak Lain adalah pihak-pihak selain Instansi Pemerintah Pusat/Lembaga dan
Pemerintah Daerah

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5

(1) Barang Milik Daerah meliputs:
a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; dan
b. barang yang berasal dan perolehan lainnya yang sah.
(2) Barang Milik Daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi:
a barang yang diparoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis:
b. barang yang dipercleh sebagai pelaksanaan dan penanpan/kontrak;
. barang yang dipercleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap;
@ barang yvang diperoleh kembal dari hasl divestasi atas penyertaan modal
Pemerintah Daerah; atau
f, barang yang dipercleh berdasarkan dokumen yang sumbemya dapal
dipartanggungiawabkan

3 Katentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 7

Bupah sebagai pemegang kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang

dan bertanggungjawab:

a. menetapkan kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah,

b. menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan Barang Milik
Daesrah,

c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah;

menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Dasrah;

& mengajukan usul Pemindahtanganan Barang Milik Daaroch yang memerlukan
persetujuan DPRD;

B
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f. menyeluyjsi usul Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang
Milik Daerah sesuai batas kewenangannya; dan

3. menyetujul usul Pemanfaatan Barang Milik Dasrah, selain Pemanfaatan dalam
bentuk Sewa pada Pengguna Barang

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 23 diubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut;

Pasal 23

(1) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penelapan siatus penggunaan atas
Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan dengan kondisi tertentu
kepada Pengelola Barang Milik Daerah.

(2) Kondisi terfentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Barang Milik
Daerah yang tidak mempunyai bukti kepemilikan atau dengan nilai tertentu,

(3} Nilai tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

5. Ketenluan Pasal 34 diubah sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut

Pasal 34

(1) Mitra Pemanfaatan Pihak Lain meliputi:
a penyewa, untuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Sewa,
b. mitra Kerja Sama Pemanfaatan, untuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah daiam
bentuk Kena Sama Pemanfastan,
¢. mitra Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna, untuk Pemanfaatan Barang Milik
Daerah dalam bentuk Guna Serah/Bangun Serah Guna; dan
d. mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur, untuk Pemanfaatan Barang Milik
Daerah dalam bentuk Kerja Sama Penyediaan Infrastrukiur,
{2} Peminjam pakai, untuk Pemanfaatan Barang Milk Daersh dalam bentuk Pinjam
Pakai
(3) Pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagamana dimaksud dalam
Pasal 33, dilakukan melalui tender.
{4) Apabila tender sebagaimana dimaksud pada ayatl (2) dinyatakan gagal, maka
proses dilanjutkan melalur
a. seleksi langsung; atau
D. panunjukan langsung.

6. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 37

{1) Barang Milik Daerah dapat disewakan kepada Pihak Lain.

(2) Jangka waklu Sewa Barang Milik Daerah lebih dari 1 {satu) tahun sampai dengan 5
(lima) {ahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang.

(3) Pelaksanaan Sewa dengan jangka wakiu kurang dar| 1 (satu) tabun sesuai dengan
ketentuan peraluran perundang-undangan,

(4) Jangkas wakiu Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat labih dari 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk
a. kerja sama infrastrukiur,
b. kegiatan dengan karakierisbk usaha yang memeriukan wakiu sewa lebih dari 5

{lima) tahun; atau

c. ditentukan lain dalam undang-undang.
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(3) Besaran Sewa Barang Milik Daerah ditetapkan oleh bupati
a. untuk Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan; dan
b. untuk Barang Milik Daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan

(6) Besaran sewa atas Barang Milk Daerah untuk kerda sama infrastrultur
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau untuk kegiatan dengan
karakteristik usaha yang memerlukan wakiu sewa Jebih dari 5 (lima) tahun
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat mempertimbangkan nilai
keekonomian dari masing-masing jenis infrastruldur,

(7) Sewa Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan perjanjian, paling sedikit
memuat:
a. para pinak yang terikat dalam parjanjian;
b. jenis, luas atau jumiah barang, besaran sewa, dan jangka wakiu;
C. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama

jangka wakliu sewa: dan

d. hak dan kewsjiban para pihak.

(8) Hasil Sewa Barang Milik Daerah merupakan penerimaan daerah dan seluruhnya
wajib disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.

(9) Penyetoran uang sewa dilakukan sekaligus sebelum ditandatanganinya Perjaniian
Sewa Barang Milik Daerah.

(10) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat { 9), penyetoran uang
Sewa Barang Milik Daersh dapat dilakukan secara beriahap dengan persetujuan
Fengelola Barang atas:

a. Sewa untuk kerja sama nfrastrukiur;
b. Sewa untuk Barang Milik Daerah dengan Karakteristik/sifat khusus:
7. Ketentuan ayat (2) Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paszal 39

(1) Pinjam Pakai Barang Milik Daerah dilaksanakan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan
pamearintahan

(2)Jangka wakiu Pinjam Pakai Barang Milik Daersh paling lama 5 (lima) tahun dan
dapat diperpanjang

{3) Pinjam pakai dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang paling sedikit memuat:

a. para pihak yang terikat dalam peranjian;

b, jenis, luas atau jumiah barang yang dipinjamkan, dan jangka wakiu:

c tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama
langka waktu peminjaman; dan

d. hak dan kewajiban para pihak.

8. Ketentuan ayat (3) Pasal 42 diubah sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 42

(1) Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan terhadap:
a. Barang Milik Daerah berupa tanah darvatau bangunan yang sudah diserahkan
cleh Pengguna Barang kepada Bupati,
b. Barang Milk Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih
digunakan oleh Pengguna Barang: atau
c. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan
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(£)Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan
Bupati.

(3) Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Millk Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huru b dan huruf ¢, dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat
persatujuan Bupati,

8 Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

(1) Kenja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan
ketentuan

tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBOD untuk memenuhi
biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan vyang diperlukan
terhadap Barang Milik Daerah tersabut:
mitra Kerja Sama Pemanfaatan dipilih melalui tender, kecuali untuk Barang
Milik Daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung;
penunjukan langsung mitra Kerja Sama Pemanfaatan atas  Barang Milik
Daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan
oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang terhadap badan usaha milik negara,
bacan usaha milik Daerah, atau anak perusshaan badan usaha milik negara
yang diperiakukan sama dengan badan usaha milik negara yang memiliki
bidang dan/atau wilayah kerja tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;
mitra Kerja Sama Pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap setiap tahun
selama jangka wakiu pengoperasian yang lelah diletapkan dan pembagian
keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan ke rekening Kas Umum Daerah;
besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil Kerja
Sama Pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh:
1. Bupati untuk Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan: dan
2. Pengelola Barang Milik Daerah, untuk Barang Milik Daerah selain tanah
dan/atau bangunan.
besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil Karja
Sama Pemanfaatan harus mendapat persetujuan Bupati
dalam Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau
bangunan, sebagian konfribusi tetap dan pembagian keunturgannya dapat
berupa bangunan beserta fasilitasnya yang dibangun dalam satu kesatuan
perencanaan tetapl tidak termasuk sebagai objek Kerja Sama Pemanifaatarn:

. besaran nilai bangunan beserta fasiltasnya sebagai bagian dari kontribusi

tetap dan konitribusi pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada
huruf g paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari total penerimaan
kontnbusi fetap dan pembagian keuntungan selama masa Kerja Sama
Pemanfaatan:

bangunan yang dibangun dengan biaya sebagian konfribusi tetap dan
pembagian keuntungan dari awal pengadaannya merupakan Barang Milik
Daerah,

salama jangka wakiu pengoperasian, mitra Kerja Sama Pemanfaatan dilarang
menjaminkan atau menggadaikan Barang Milik Daerah yang menjadi cbjek
Kerja Sama Pemanfaatan: dan

jangka wekiu Kerja Sama Pemanfaatan paling lama 20 (tiga puluh) tahun

sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang
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(2) Semua biaya persiapan Kerja Sama Pemanfaatan yang terjad setelah
ditetapkannya mitra Kerja Sama Pemanfaatan dan biaya pelaksanaan Kena
Sama Pemanfaatan menjadi beban mitra Kerja Sama Pemanfaatan

(3) Ketentuan mengenal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k
tidak berlaku dalam hal Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah
uniuk penyediaan infrastruktur

(4) Jenis penyediaan infrastrukiur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu
pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai  penyediaan
infrastruktur,

(5) Jangka wakiu Kara Sama Pemanfaatan atas Barang Milk Dserah untuk
penyediaan infrastrukiur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 50
(ima puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.

(6) Dalam hal mitra Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah untuk
penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berbentuk badan
usaha millk negara, badan usaha milk Daerah, atau anak perusahaan badan
usaha milik negara yang diperlakukan sama dengan badan usaha millk negara
yang memiliki bidang dan/atau wilayah kerja tertentu sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan, kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dapal
ditetapkan paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari hasil perhitungan
tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.

{7) Besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) harus mendapat persetujuan dari Bupati.

10. Ketantuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagal berikut;
Pasal 45

(1) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah dilaksanakan
dengan pertimbangan:

2. Pengelola Barang/Pengguna Barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi
penyelenggaraan Pemenntahan Daerah untuk kepentingan pelavanan umum
dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan

b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD uniuk penyediaan
bangunan dan fasilitas tersebut.

{2) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayal (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang Milik Daerah setelah
mendapat persetujuan Bupati.

(3) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat dilakukan selelah Barang Milk Daerah yang direncanakan menjadi objek
Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna terlebih dahulu diserahkan kepada
Bupati.

11. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 47
(1) Jangka wakiu pelaksanaan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna paling
lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani

(2) Pemilihan mitra Bangun Guna Serah atau mitra Bangun Serah Guna dilaksanakan
melalui tender.
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(3) Mitra Bangun Guna Serah stau mitra Bangun Serah Guna yang telah diletapkan,
selama jangka wakiu pelaksanaan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna
a. wajib membayar koniribusi ke rekening Kas Umum Daerah sstiap tahun selama

jangka wakiu pengoperasian, yang besarannya ditetapkan berdasarkan hasil

perhitungan tim yang dibentuk oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang keuangan,
- wajib memelihara objek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna: dan
e dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan:

1. tanah yang menjadi objek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna;

2. bangunan beserta fasilitas yang berasal dari pelaksanaan Bangun Guna
Serah yang digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi
Pemerintah Daerah, dan/atau

3. hasil Bangun Serah Guna.

(4) Dalam jangka wakiu pelaksanaan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna,
bangunan beserta fasilitas yang berasal dari pelaksanaan Bangun Guna Serah atau
hasil Bangun Serah Guna harus digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas
dan fungsi Pemerintah Daerah paling sedikit 10% (sepuluh parsen)

(&) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna dilaksanakan berdasarkan perjanjian
yvang paling sedikit memuat:

a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;

b. objek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna;

¢ jangka waktu pelaksanaan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna;

d. jangka wakiu pengoperasian hasil Bangun Guna Serah atau Bangun Serah

Guna; dan

e hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian.

(&) Persetujuan bangunan gedung dalam rangka Bangun Guna Sersh atau Bangun
Serah Guna harus di alas namakan Pemerintah Daerah.

(7) Semua biaya persiapan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna yang terjadi
setelah ditetapkannya mitra Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna dan
biaya pelaksanaan Bangun Guna Sersh atau Bangun Serah Guna menjadi beban
milra yang bersangkutan.

(8) Mitra Bangun Guna Serah Barang Milik Daerah harus menyerahkan objek Bangun
Guna Serah beserta hasil Bangun Guna Serah kepada Bupati pada akhir jangka
wakiu pelaksanaan, setelah dilakukan audit oleh aparat pengawasan intern
Pemaerintah.

(9) Penyerahan objek Bangun Guna Serah beserta hasil Bangun Guna Serah
sebagaimana dimaksud pada ayat (B) tidak menghapuskan kewajiban dan tanggung
jawab Mitra Bangun Guna Serah untuk menindaklanjuti hasil audit yang telah
dilakukan cleh aparat pengawasan intern Pemerintah.

12 Ketentuan huruf b ayat (1) dan penjelasan ayat (1) Pasal 59 diubah serta ditambahkan
1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 549

(1)Penilaian Barang Milk Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka
pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh
a, penilai pemerintah; atau
b. penilai publik,

(2) Penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketenluan peraturan perundang-
undangan.
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(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pemanfastan Barang Miik Daerah yang tarifnya telah diatur dalam peraturan
Daerah tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

13, Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 60

(1) Penilaian Barang Milik Daerah selain tanah danfatau bangunan dalam rangka
pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Bupati
atau menggunakan penilai.

(2) Penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
urtuk mendapatkan:

a nilai wajar sesuai dengan kelentuan peraturan perundang-undangan, untuk
penilaian yang dilakukan cleh Penilai; atau
b. nilai taksiran, untuk penilaian yang dilakukan oleh tim.

14. Ketentuan ayat (2) dan penjelasan ayal (1) Pasal 61 diubah sehingga Pasal &1
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

(1) Dalam kondisi tertentu, Pengelola Barang dapat melakukan penilaian kemball atas
nilai Barang Millk Daerah yang telah ditetapkan dalam neraca Pemerintah Daerah
(2)Pelaksanaan penilaian kembali atas nilai Barang Miik Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Ketentuan Paragraf 2 Bagian Ketiga BAB X diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Paragraf 2

Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Kepada Pejabat Negara, Mantan Pejabat
Megara, Pimpinan DPRD dan Mantan Pimpinan DFRD

16 Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyl sebagal berikut.
Pasal 71

Syarat kendaraan perorangan dinas yang dapal dijual tanpa melalul lelang kepada
Pejabat Negara, Mantan Pejabat Negara. Pimpinan OPRD, dan Mantan Pimpinan
DPRD adalah:
a lelah berusia paling singkat 4 {empat} tahun
1. terhitung mulai tanggal bulan, tahun perolehannya, untuk perolehan dalam
kondiai baru; atau
2. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya, untuk perolehan selain
tersebut pada angka 1, dan
b. sudah tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah,
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17. Ketentuan ayat (1) Pasal 72 ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf ¢ dan huruf d seria
ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5) sehingga Pasal 72 berbunyi
sebagal berikut:

Pasal 72

(1) Kendaraan perorangan dinas dapat dijual tanpa melalui lelang kepada:
a Pejabat Negara:

a o o

Mantan Pejabat Negara:
Pimpinan DPRD: atau
mantan Pimpinan DPRD.

(2} Pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayal (1) huruf a, yaitu:
a  Bupati; dan
b Wakil Bupati.
(3} Manian Pejabal Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu:
a. mantan Bupati, dan
b. mantan Wakil Bupati.
{4) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada aya! (1) huruf ¢, yaitu:
a Ketus: dan
b, Wakil Ketua.
(2) Mantan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu;
a. mantan Ketua; dan
b. mantan Wakil Ketua,

18. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai barikut:

Pasal 73

(1) Pejabat Negara atau pimpinan DPRD yang dapat membeli kendaraan perorangan
dinas tanpa melalui letang harus memenuhi persyaratan:

a:

telah memiliks masa kerja atau masa pengabdian selama 4 (empat) tahun
atau lebih secara berturut-turut, terhitung mulai tanggal ditetapkan menjadi
Pejabat Negara atau pimpinan DPRD; dan

tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman
hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun

untuk pimpinan DPRD, telah menggunakan kendaraan perorangan dinas
secara terus menerus selama menjalani masa jabatan sebagai pimpinan
DPRD.

{2} Mantan Pejabat MNegara dan Mantan Pimpinan DPRD yang dapat membeli
kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang memenuhi persyaratan:

teiah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 4 (empat) tahun
alau lebih secara berturut-turut atau 1 (satu) masa periode jabatan, terhitung
mulal tanggal ditetapkan menjadi Pejabal Negara atau menjadi Pimpinan
DPRD sampai dengan berakhirmya masa jabatan;

beium pemah membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang
pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai Pejabat Negara:

tidak sedang atau tidak permah dituntut tindak pidana dengan ancaman
hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan

tidak diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya.

untuk Mantan Pimpinan DPRD, lelah menggunakan kendaraan perorangan
dinss secara terus menerus selama menjalani masa jsbatan sebagai

Pimpinan DPRD
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(3) Secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayal (1) huruf a dan ayat (2)
nuruf a yaknl secara berkelanjutan menjalani masa jabatan pada instans| yang
sama.

19, Diantara Pasal 73 dan Pasal 74 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 73A
sehingga Pasal 73A berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 73A

Harga jual Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Percrangan Dinas yang dijual

kepada Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara atau Pimpinan DPRDimantan

Pimpinan DPRD tanpa melalul lelang ditelapkan oleh Bupati berdasarkan

penilaian.

Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai

barikut:

a. Kendaraan dengan umur 4 (empat) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun,
memiliki nilai jual 40% (empat puluh persen) dari hasil penilaian kendaraan;
atau

b. Kendaraan dengan umur lebih dari 7 (twjuh) tahun, memiliki nilai jual 20%
(diua puluh persen) dari hasil penilaian kendaraan.

20. Ketentuan ayat (2) Pasal 75 diubah sehingga Pasal 75 berbuny! sebagai berikut:

Pasal 75

(1) Tukar Menukar Barang Milk Daerah dilaksanakan dengan perlimbangan:

a.
b.

untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pamerintahan;
untuk optimalisasi Barang Milik Daerah; dan

c. lidak tersedia dana dalam APBD.
{2) Tukar Menukar Barang Milik Daerah dapat dilakukan dengan pihak:

2.

ano

Pemerintah Pusat;

Pemerintah Daerah [ainnya;

Pemerintah desa,

badan usaha milik negara, badan usaha milikk Daerah, atau badan hukum
lainnya yang dimiliki negara; atau

swasia

21, Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

(1) Tukar Menukar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat
(1) huruf a dilaksanakan dengan tata cara:

b.

Pengelola Barang mengkaji perfunya Tukar Menukar Barang Milik Daerah dari
aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;

apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, Pengelola Barang mengajukan hasil kajian dan konsep penetapan
tukar-menukar Barang Milik Daerah kepada Bupati;

berdasarkan hasil kajian Pengelola Barang, Bupati dapat menetapkan Barang
Milik Daerah yang akan dipartukarkan sesuai batas kewanangannya,
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f.

Tukar Menukar Barang Milik Daerah dilaksanakan melalui proses persetujuan
dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63
dan Pasal 65,

pelaksanakan Tukar Menukar Barang Milik Daerah tersebut dilaksanakan oleh
Pengelola Barang dengan berpedoman pada persetujuan sebagaimana
dimaksud dalam huruf d, dan

pelaksanaan serah ferima barang yang dilepas dan barang pengganti harus
dituangkan dalam berta acara serah terma barang

(2} Tukar Menukar Barang Milik Daerah sebagamana dimaksud dalam Pasal 75 ayat
(1) huruf b dilaksanakan dengan tata cara’
a. Pengguna Barang melalul Pengelola Barang mengajukan usul Tukar Menukar

Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan kepada Bupali diseriai
pertimbangan dan kelengkapan data;

dalam rangka persetujuan Bupati, Pengelola Barang meneliti dan mengkaji
perlimbangan perlunya Tukar Menukar Barang Milik Daerah berupa lanah
dan/atau bangunan darn aspek teknis, ekonomis, dan yuridis,

c. apabila meamenuhi syaral sesual dengan ketenfuan peraturan perundang-

undangan, Bupali dapat menyetujul dan menetapkan Barang Milik Daerah
barupa tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan;

. proses persetujuan Tukar Menukar Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau
bangunan dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 63 dan Pasal 65,

Pengelola Barang melaksanakan Tukar Menukar dengan berpedoman pada
persatujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf d; dan

pelsksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus
dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

(3) Tukar Menukar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayal
(1) huruf ¢ dilaksanakan dengan tata cara:

Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul Tukar Menukar
Barang Milik Daerah salain tanah dan/atau bangunan kepada Bupati diseriai
pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern instansi
Pengguna Barang,

. Pengelcla Barang meneliti dan mengkaji pertimbangan tersebut dar aspek

teknis, ekonomis dan yuridis;

apabila memenutli syaral sesum dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, Bupati dapat menyetujul usul Tukar Menukar Barang Milik Daerah
salain tanah dan/atau bangunan sesuai batas kewenangannya,

proses persetujuan Tukar Menukar Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau
bangunan dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 65;

Pangelola Barang melaksanakan Tukar Menukar setelah mendapat persetujuan
sabagaimana dimaksud dalam huruf d; dan

pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus
dituangkan dalam berila acara serah tenma barang

22 Ketentuan ayat (1) Pasal 78 diubah dan ayat (3) Pasal 78 dihapus sehingga Pasal
78 berbunyi sebagai berikut
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Pasal 78

(1) Hibah Barang Milik Daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan
sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial
dan penyalenggaraan Pemerintahan Daerah/pemerintahan desa.

(2) Hibah sebagamana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

8. bukan merupakan barang rahasia negara,
b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak: dan
c. tidak diperlukan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
(3) Dihapus

23 Ketentuan ayat (4) Pasal 79 diubah sehingga Pasal 79 berbunyi sebagail berikut:

Pasal 79

(1) Hibah dapat berupa:
a. lanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupall,
p. tanah danfatau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; atau
e. selain tanah dan/atau bangunan.

(2) Penetapan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan
dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati,

(3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan
oleh Pengeiola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

(4) Hibah sebagamana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dilaksanakan oleh Pengsiola
Barang setelah mendapat persetujuan Bupati, sesuai batas kewenangannya.

24, Kelentuan Pasal 80 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 80

(1) Hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf 8
dilaksanakan dengan lata cara:

a. Pengelola Barang mengkaji perlunya Hibah Barang Milik Daerah berdasarkan
pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78;

b. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, Pengelola Barang mengajukan hasil kajian dan konsep penetapan
Hibah Barang Milik Daerah kepada Bupati;

c. berdasarkan hasil kajian Pengelola Barang, Bupati dapat menetapkan Barang
Milik Daerah yang akan dihibahkan sesuai batas kewenangannya;

d. proses persetuyjuan Hibah Barang Milk Daerah dilaksanakan dengan
berpedoman pada ketentuan Pasal 63 dan Pasal 85;

e pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah tersebut dilaksanakan oleh Pengelola
Barang dengan berpedoman pada persetujuan sebagaimana dimaksud dalam
huruf d, dan

f. pelaksanaan serah terima barang yang dihibshkan harus dituangkan dalam
berita acara serah terima barang.

(2} Hibah Barang Mililk Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b
dilaksanakan dengan tata cara:

a. Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul Hibah Barang

Millk Daerah berupa tanah danfatau bangunan kepada Bupati disertai

pertimbangan dan kelengkapan data;
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b. dalam rangka persetujuan Bupati, Pengelola Barang meneliti dan mengkaji
partimbangan periunya Hibah Barang Millk Daarah berupa tanah dan/atau
bangunan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;

c. apabila memenuhi syaral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, Bupati dapat menyetujui dan/atau menetapkan Barang Milik Daerah
barupa tanah danfatau bangunan yang akan dihibahkan;

d proses persetujuan Hibah Barang Wik Daerah dilaksanakan dengan
berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan Pasal
65;

e, Pengelola Barang melaksanakan Hibah dengan berpedoman pada persetujuan
sebagaimana dimaksud dalam huruf d; dan

f. pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam
berita acara serah terima barang.

{3) Hibah Barang Milik Daerah sebagsimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf ¢
dilaksanakan dengan tala cara:

a Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul Hibah Barang
Miik Daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai
pertimbangan, kelengkapan data dan hasil pengkajian tim intern nstansi
Pengguna Barang;

b dalam rangka persetujusn Bupati, Pengelola Barang meneliti dan mengkaj
pertimbangan perlunya Hibah Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau
bangunan dan aspak tekmis, ekonomis, dan yurides,

c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, Bupati dapat menyetujui dan/atau menelapkan Barang Milik Daerah
berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan;

d. proses persetujuan Hibsh Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan
berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan Pasal
B3
&. Pengelola Barang melaksanakan Hibah dengan berpedoman pada persetujuan

sebagaimana dimaksud dalam huruf d; dan
f. pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam berita
acara serah terima barang.

25. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyl sebagai berikut:
Pasal 81

(1) Penyertaan Modal Pemenntah Daerah atas Barang Milik Daerah dilakukan dalam
rangka pendirian, memperbaiki strukiur permodalan dan/atau meningkatkan
kapasitas usaha badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, atau badan
hukum lainnya yang dmiliki negara/Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

(2} Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan dengan pertimbangan:

a Barang Milk Daerah yang dar awal pengadaannya sesual dokumen
penganggaran diperuntukkan bagi badan usaha milik negara, badan usaha milik
Daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara/Daerah dalam rangka
penugasan pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan atau

b. Barang Milik Daerah lebih optmal apabila dikelola oleh badan usaha milik
negara, badan usaha milik Dacrah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki
negara, balk yang sudah ada maupun yang akan dibentuk
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26. Ketentuan ayat (1) Pasal 82 diubah serta ayat (2) dan ayat (3) Pasal 82 dihapus
sehingga Pasal B2 berbunyi sebagai berikut

Pasal B2

(1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah dapat berupa;
a tanah dan/atau bangunan; dan/atau
b. selain tanah dan/atau bangunan.

(Z2) Dihapus

(3) Dihapus.

27. Ketentuan Pasal 83 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut
Paszal 83

Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam rangka Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
Femerintahan Daerah dan peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan
Barang Milik Daerah,

28. Ketentuan ayat (1) Pasal 86 diubah sehingga Pasal 86 berbunyi sebagai berikut:

Pasai 85

(1) Pemusnahan dilaksanakan oleh:
a. Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Bupati, untuk Barang Milik
Daerah yang berada pada Pengguna Barang: atau
b. Pengelola Barang setelah mendspat perselujuan Bupati, untuk Barang Milik
Daerah yang berada pada Pengelola Barang.
{2) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditluangkan
dalam berita acara dan dilaporkan kepada Bupati.

29, Ketentuan ayat (2) Pasal 91 diubah sehingga Pasal 91 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

(1) Barang Milik Daerah sudah lidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang,
Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang disebabkan karena;
a. penyarahan Barang Milik Daerah:
b. pengalihan status penggunaan Barang Milik Daerah;
c. pemindahtanganan atas Barang Milik Daerat
d. putusan pengadilan yang felah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada

upaya hukum lannya;

€. menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan:
f. pemusnahan; atau
g sabab lain

(2) Sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan sebab-sebab
yang secara nemal dipertimbangkan wajar menjadi penyebab penghapusan, separti
hilang karena kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati dan
sebagai akibat dari keadaan kahar dan sebagai tindak lanjut hasil inventarisasi.

Laporan Fanitia Khusus Vil DPRD Kabupaten Semarang



30. Ketentuan ayat (2) Pasal 102 diubah sehingga Pasal 102 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 102

(1) Barang Milik Daerah yang digunakan oleh Badan Layanan Umum Daerah
merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan untuk menyelenggarakan
kegiatan Badan Layanan Umum Daerah yang bersangkutan,

{2) Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai Pengelolaan
Barang Milik Daerah, kecuali terhadap barang yang diatur khusus dalam peraturan
perundang-undangan mengenai Badan Layanan Umum

31. Pasal 107 Dihapus.

Pasal Il
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memarintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ungaran, 2 Agusius 2024
PANITIA KHUSUS Vil

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG
KETUA,

MUD, S.HI
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